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BAB I

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Hukum kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat
dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (intangible property) yang memiliki nilai
ekonomi dan terhadapnya melekat hak kepemilikan oleh subjek hukum. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan bahwa benda adalah setiap
barang dan hak yang dapat menjadi objek hak milik. Meskipun data pribadi tidak secara
eksplisit disebutkan sebagai benda dalam KUHPerdata, namun karakteristiknya sebagai
hak yang dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomis menjadikannya
memenuhi unsur-unsur sebagai benda menurut hukum kebendaan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan data pribadi dalam layanan pinjaman
online berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data
Pribadi, mencakup tanggung jawab pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, mencegah
akses ilegal, dan menghindari pemrosesan data tanpa persetujuan subjek data. Undang-
undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak konstitusional individu atas
data pribadinya. Namun, masih terdapat celah dalam aspek perlindungan perdata secara
eksplisit, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas ganti rugi secara tegas. Dalam hal
terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam
Pasal 57 UUPDP dan juga sanksi perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian

sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
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Implikasi terhadap hak-hak pengguna menunjukkan bahwa pengakuan data pribadi sebagai
benda tak berwujud memperkuat posisi hukum pemilik data dalam menuntut tanggung
jawab atas penyalahgunaan data. Namun, masih diperlukan penyempurnaan regulasi,
terutama pada Undang Undang Perlindungan Data Pribadi, agar memberikan kepastian
hukum yang lebih kuat terkait status data pribadi serta perlindungan terhadap pelanggaran
yang bersifat multidimensi (perdata, administratif, dan pidana). Dengan penguatan aspek
perlindungan tersebut, diharapkan hak-hak pengguna layanan digital, khususnya dalam

sektor pinjaman online, dapat lebih terlindungi secara komprehensif.

. SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi
dengan menegaskan kedudukan data pribadi sebagai benda tidak berwujud bernilai
ekonomi melalui peraturan pelaksana, agar memberikan kepastian hukum dalam praktik
perdata.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu
disempurnakan dengan memasukkan ketentuan sanksi pidana secara tegas bagi pelaku
penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian signifikan. Hal ini bertujuan
untuk memperkuat efek jera dan menjamin keadilan bagi korban.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap
penyelenggara layanan pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Pemerintah
juga diharapkan menutup akses terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang terbukti

menyalahgunakan data pribadi, guna meminimalisir risiko kerugian konsumen.
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4. Penyelenggara layanan pinjaman online harus meningkatkan tanggung jawab etis dan
hukum dalam pengelolaan data pribadi nasabah. Penerapan prinsip transparansi,
persetujuan eksplisit, dan pembatasan penggunaan data harus menjadi bagian dari standar
operasional, sesuai dengan ketentuan dalam UUPDP.

5. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online diharapkan lebih waspada dan
selektif dalam memberikan akses terhadap data pribadi, terutama ketika mengunduh
aplikasi digital. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya atas data pribadi

dan segera melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan.
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